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1. DASAR HUKUM JDIH  

 

 



DASAR HUKUM PENGELOLAAN JDIH  

tentang Keterbukaan Informasi Publik 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional 

tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun  

2012 

Permendagri Nomor 2 Tahun 2014 

UU Nomor 12 Tahun 2011  

UU Nomor 14 Tahun 2008 1. 

2. 

3. 

4. 

     Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun     

      2023 

Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum 

7. 

Permenkumham Nomor 8 Tahun      

 2019 

Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan 

Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah 

5. 

     Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun     

      2023 
6. 

 Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah 



2. KEBIJAKAN NASIONAL JDIH  
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Indonesia  
Negara Hukum 

(UUD Ps. 1 ayat 3) 

TUJUAN 

 
SUPREMASI HUKUM 

(MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR) 
semua aktivitas dalam kehidupan 

bermasyarakat berbangsa dan bernegara 
harus berdasarkan hukum 

 
Pembangunan hukum nasional 

menghasilkan puluhan ribu 
peraturan per-uu 

Konsekuensi 

MASALAH REGULASI: 

hyper-regulation; 
Overlapping; 
 Inconsistency; 
Multitafsir; 
High Cost Economy 
Tidak efektif 

Kebijakan 

REFORMASI HUKUM 
Jilid II 

Agenda Penataan Regulasi 



 



Penguatan pembentukan peraturan per-uu 

Evaluasi seluruh peraturan per-uu 

Pembuatan database peraturan per-uu terintegrasi 

Tugas besar dan tanggung jawab semua Kementerian, Lembaga Non 
Kementerian dan Pemerintah Daerah. 



Sumber : Bappenas RI 

AGENDA 2:DATA BASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERINTEGRASI 



ORGANISASI JDIHN 

• Kementerian Negara 

• Sekretariat Lembaga Negara 

• Lembaga Pemerintahan Non Kementerian 

• Pemerintah Provinsi 

• Pemerintah Kabupaten/Kota 

• DPRD Provinsi Dan Kab/Kota 

• Perpustakaan Hukum Pada PTN dan PTS 

• Lembaga lain yg ditetapkan oleh Menteri 

ANGGOTA JDIHN PUSAT JDIHN 



3. URGENSITAS JDIH  



Mencari dokumen hukum  ? 



Terciptanya pengelolaan dokumentasi dan 

informasi hukum yang  terpadu dan terintregasi 

di berbagai instansi pemerintah 

 

Menjamin tersedianya dokumentasi dan 

informasi hukum yang lengkap.  

 

Mengembangkan kerjasama yang efektif antara 

pusat jaringan dan anggota jaringan serta 

sesama anggota jaringan guna penyediaan 

dokumen dan informasi hukum.  
 

TUJUAN JDIHN 



 

SPBE INDEKS REFORMASI HUKUM 
Satu Data Indonesia 

indikator ke 44  

“Tingkat Kematangan  

JDIH” 

Peraturan Menpan RB 

Nomor 59 Tahun 2020 

tentang Pemantauan dan 

Evaluasi Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 

Indikator  

“Penataan Database 

Peraturan Perundang-

Undangan 

Peraturan Menteri Hukum HAM 

Nomor 17 Tahun 2022 tentang 

Penilaian Indeks Reformasi Hukum 

pada Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah 

Mendukung 

Intergasi Satu 

Data Indonesia  

Peraturan Presiden 

Nomor 39 Tahun 2019 

tentang Satu Data 

Indonesia 



4. KEBIJAKAN 

PENGEMBANGAN JDIH 

PROVINSI JAWA TENGAH 

MENUJU SATU DATA HUKUM 

NASIONAL 



Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan 

Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum  

Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah 

BAGAN STRUKTU JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 

PROVINSI JAWA TENGAH 



Tugas Pusat JDIH Provinsi  

pengelolaan dokumentasi 

dan informasi hukum. 

pelayanan hukum berbasis 

elektronik terintegrasi 
.  

pembinaan, pengembangan, 

pemantauan, dan evaluasi kepada 

anggota JDIH di wilayah Provinsi 



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

SUMARNO, SE, MM 

“Diharapkan JDIH dapat menjadi wadah 
informasi dan dokumentasi Produk Hukum 
yang dapat diakses Masyarakat dengan 
mudah, tidak hanya Produk Hukum Provinsi 
dan Kab/Kota, tetapi juga Produk Hukum 
Desa” 
 



2022 

2023 

2024 

2024 

• Pengintegrasian Produk Hukum 

Desa di Seluruh Provinsi Jawa 

Tengah 

• Optimalisasi Media Sosial 

sebagai media penginformasian 

dan pendokumentasian Hukum 

 2023 

Pemerkayaan Produk Hukum 

Provinsi yang terinformasikan 

(Keputusan Gubernur dan Produk 

Hukum OPD) 

2022 

• Facelift website JDIH Provinsi 

Jawa Tengah 

• Pengintegrasian Layanan Hukum 

dalam satu portal JDIH 

Roadmap Pegembangan JDIH Provinsi Jawa Tengah 



5.  

PENGELOLAAN JDIH DESA 

DALAM 

MENDUKUNG PELAYANAN 

PUBLIK DIGITAL YANG 

RESPONSIF 



https://jdih.batangkab.go.id/ 





BAGIAN HUKUM SELAKU PUSAT JDIH KABUPATEN/KOTA 

TUGAS PUSAT JDIH KAB/KOTA 

1 
Menyelenggarakan Pengelolaan 

dokumentasi dan informasi hukum 

2 

Menyediakan sistem informasi hukum yang 

berbasis teknologi informasi dan diintegrasikan 

dengan website JDIHN 

3 

Membina Sumber Daya Manusia pengelola 

Dokumentasi dan Informasi Hukum 

4 

Menyediakan sarana dan Prasarana 

Pelaksanaan Pengelolaan dokumentasi dan 

informasi hukum 

  



Pusat Informasi Hukum 
 

Pusat Penyimpanan dan 
pengolahan dokumentasi 

hukum secara manual dan 
digital 

 
Media koordinasi dan 

konsultasi dengan anggota 
jaringan 

 
 
 

FUNGSI PUSAT JDIH KAB/KOTA 



PENGELOLAAN JDIH KABUPATEN BATANG YANG 
RESPONSIF MELAYANI MASYARAKAT 

KOORDINASI DAN KONSULTASI 

DENGAN PUSAT JDIH PROVINSI DAN 

KANWIL HUKUM DAN HAM DALAM 

PENGEMBANGAN JDIH. 

KOORDINASI/KONSULTASI 

PERAN AKTIF DAN 

KOLABORASI ANTARA PUSAT 

JDIH DAN ANGGOTA JDIH 

 & OPD TERKAIT (DISKOMINFO 

DAN DINPERMASDES) 

SINERGITAS PUSAT 

JDIH DAN ANGGOTA 

JDIH 

PEMENUHAN SARANA 

DOKUMENTASI DOKUMEN 

HUKUM SECARA FISIK DAN 

ELEKTRONIK, MELALUI 

SINERGITAS DENGAN 

DISKOMINFO 

SARANA DAN 

PRASARANA 

PEMENUHAN  SDM PENGELOLA 

JDIH BAIK PADA PUSAT JDIH 

MAUPUN ANGGOTA JDIH 

SUMBER DAYA MANUSIA 

PEMBINAAN ANGGOTA JDIH  

 



VALIDASI DOKUMEN 

HUKUM 

PEMBINAAN BAGIAN HUKUM SELAKU PUSAT JDIH    
KABUPATEN BATANG 

METADATA DOKUMEN  

HUKUM 

Integrasi JDIH 

ADVOKASI HUKUM 

Validasi Produk Hukum yang dihasilkan Desa sebelum 

diinformasikan kepada masyarakat, untuk mengecek 

keabsahan dan kesesuaian isi dari Produk Hukum 

Penyesuaian metadata produk hukum yang diupload 

kedalam website JDIH sesuai Peraturan Menteri Hukum 

dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar 

Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum 

Hyperlink ke website JDIH Kabupaten Batang 



PENGELOLAAN JDIH DI DESA 

UU Nomor 6  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa  

Pasal 69: 

Desa diberi kewenangan untuk membentuk regulasi meliputi 

peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama 

Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa 

 
Pasal 86 : 

Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 

data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta 

informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan 

pembangunan Kawasan Perdesaan.  



Permendagri 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis 

Peraturan Di Desa 



KEWAJIBAN DESA SEBAGAI 
ANGGOTA JDIH 

Pengumpulan Bahan 

Dokumen Hukum & 

Pengelolaan Dokumen 

Hukum Secara Manual 

dan Digital 

Dilengkapi dengan 

METADATA 

PENGUMPULAN 

BAHAN DAN 

PENGELOLAAN 

DOKUMEN HUKUM 

Penyebarluasan Produk 

Hukum Pada Masyarakat 

Secara Manual Dan Digital 

(Upload Di Website JDIH Dan 

Pengarsipan Fisik Dokumen) 

.    

PENYEBARLUASAN 

DOKUMEN HUKUM 

SARPRAS 

SDM 

Pembuatan Pojok JDIH dan 

Literasi Desa, website desa 

PEMENUHAN 

SARPRAS JDIH DESA 



PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN 

APA YANG HARUS ADA DI JDIH DESA 

MONOGRAFI HUKUM 

ARTIKEL HUKUM 

ADVOKASI HUKUM 

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, peraturan 

bersama Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, 

Kerjasama Desa 

Rancangan Peraturan Desa, buku buku desa 

Artikel tentang Hukum  









@birohukumprovjateng https://jdih.jatengprov.go.id/ 

Matur Nuwun 


